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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Dalam mencapai suatu pemerintahan yang demokratis transparansi informasi 

dibutuhkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap jalannya 

pemerintahan. Hal tersebut akan mendorong pemerintahan yang lebih bersih dan 

akuntabel (good governance). Untuk itu pemerintah mengamanatkan pembentukan 

Pajabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap lembaga publik untuk 

memastikan keterbukaan informasi bagi masyarakat terhadap berlangsungnya kegiatan 

di setiap badan publik (Mulyadi, 2019). Keberadaan PPID bertanggung jawab terhadap 

penyediaan dan penyampaian informasi yang ada pada badan publik, sehingga 

masyarakat dapat dengan mudah mengetahui dan manyampaikan permohonan 

informasi yang diinginkan (Indra & Waskito, 2024). Namun, di organisasi Pajabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Palembang masih terdapat 

minimnya partisipasi dan pengetahuan masyarakat terhadap keterbukaan informasi 

publik di Kota Palembang. Hal ini menjadi tantangan PPID Kota Palembang sebagai 

PPID Utama untuk berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kebijakan 

publik agar tercapainya tujuan keterbukaan informasi publik yang telah ditetapkan. 

Minimnya partisipasi dan pengetahuan masyarakat terhadap informasi publik 

akan berpengaruh terhadap jalannya transparansi pemerintah dalam membuat 

kebijakan maupun penggunaan anggaran masyarakat. Informasi publik merupakan 

informasi data dan fakta yang dihasilkan, dikelola, dikirim, diterima, dan disimpan oleh 
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Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan badan publik yang 

berkaitan dengan kepentingan publik. Sehingga, informasi publik menjadi sarana 

kontrol publik terhadap perilaku penyelenggaraan negara. Kurangnya partisipasi 

masyarakat terhadap informasi publik di Kota Palembang dikarenakan PPID belum 

mampu memaksimalkan peran dan tanggung jawab mereka dalam keterbukaan 

informasi publik yang telah diatur dalam Undang-undang.  

Keberadaan PPID yang diatur dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan upaya pemerintah untuk 

meningkatkan partisipasi masyarakat dan mendorong hak atas informasi bagi setiap 

warga negara. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2021 

tentang Standar Layanan Informasi Publik yang merupakan penjelasan lebih detil 

terkait pelayanan informasi publik dari UU KIP menjelaskan melalui Pasal 5 angka 1 

bahwa Badan Publik wajib menyediakan, membuka, dan memberikan informasi publik 

dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana, kecuali informasi yang 

dikecualikan. Melalui pasal ini diterangkan bahwa setiap informasi publik harus dapat 

diberikan kepada masyarakat secara cepat dan dengan proses yang mudah.  

Sesuai dengan tugas PPID yang diatur dalam Undang-undang Keterbukaan 

Informasi Publik, PPID bertanggung jawab kepada warga negara dalam menyimpan, 

memberikan, menyediakan, mendokumentasikan, dan/atau melayani informasi di 

badan publik (UU KIP, 2008). Maka peran dari seluruh komponen yang ada dalam 

PPID sangat berpengaruh dalam kelangsungan proses komunikasi menuju keterbukaan 

informasi publik seperti bagaimana pelaksanaan komunikasi, metode yang dapat 

digunakan seperti apa, strategi penyebaran informasi yang digunakan seperti apa, dan 
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lain sebagainya. Hal-hal tersebut perlu diperhatikan dalam pelaksanaan komunikasi, 

agar proses komunikasi terlaksana dengan baik, dan penyebaran informasi kepada 

masyarakat dapat dilakukan secara efektif dan efisien. 

PPID Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Palembang 

dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik masyarakat masih dilakukan secara 

luring, di mana masyarakat harus datang ke kantor Diskominfo untuk mengisi kertas 

formulir informasi secara manual yang kemudian permohonan informasi tersebut 

masih harus dirapatkan terlebih dahulu oleh pelaksana PPID sebelum nantinya dapat 

diberikan kepada pemohon informasi. Melalui prosedur tersebut tentunya menghambat 

proses pelayanan informasi yang cepat bagi masyarakat, padahal jika mengacu pada 

peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 tahun 2021 pasal 5 angka 2 (d) menyatakan 

bahwa pelaksanaan kewajiban Badan Publik terdiri atas menyediakan sarana dan 

prasarana layanan informasi publik dengan sistem elektronik dan nonelektronik.   

Pelayanan informasi publik yang dilakukan PPID wajib untuk menyediakan 

dan mengumumkan secara berkala informasi mengenai profil badan publik, informasi 

kinerja badan publik, laporan keuangan yang telah diaudit, informasi mengenai 

kebijakan yang berdampak pada publik, informasi mengenai prosedur memperoleh 

informasi, informasi mengenai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, laporan 

kekayaan pejabat, program dan capaian program badan publik, informasi mengenai 

pengadaan barang dan jasa pemerintah, surat-surat perjanjian dan kerjasama, 

persyaratan perizinan, dan seluruh informasi yang berkaitan langsung dengan 

masyarakat. Adapun terdapat standar pengumuman informasi yang harus dilakukan 

badan publik adalah dengan melalui papan pengumuman, laman resmi (website) PPID, 
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media sosial PPID, Portal Satu Data Indonesia, atau aplikasi berbasis teknologi 

informasi. 

Diskominfo Kota Palembang sebenarnya memiliki website resmi yang juga 

digunakan sebagai media penyampaian informasi oleh PPID Diskominfo Kota 

Palembang. Di dalam website itu sendiri terdiri dari portal-portal seperti Sidemang, 

Sanjo, Satudata, JDIH, Lapor, Srikandi, dan SIPD-RI. Portal-portal ini memiliki 

fungsinya masing-masing dalam memudahkan masyarakat untuk mencari informasi 

sesuai dengan yang mereka butuhkan. Selain itu, PPID juga menyebarkan laporan 

kegiatan, berita acara, maupun keputusan pemerintah melalui media ini. Namun, 

informasi yang diberikan dalam website tersebut dapat dikatakan masih jauh dari 

kelengkapan dalam ketersedian informasi publik yang harus disediakan setiap saat. 

Misalnya saja informasi yang paling umum terkait laporan kekayaan pejabat Badan 

Publik Diskominfo Kota Palembang yang tidak diberikan di website resmi. Selain itu, 

masih seringnya muncul gangguan atau under maintenance yang tidak segera 

diperbaiki sehingga menghambat proses pelayanan informasi publik. 

Dalam mewujudkan pelayanan informasi publik secara konsisten dan 

keberlanjutkan, maka PPID perlu untuk merancang strategi komunikasi yang 

berorientasi pada keterbukaan informasi publik sesuai tujuan UU KIP. Dalam konteks 

formal dan terencana secara kelembagaan startegi komunikasi dapat diadaptasi dalam 

lingkungan manajeman dan organisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan 

(Suryadi, 2018). Saat ini banyak pilihan media baru yang dapat digunakan PPID untuk 

mendukung pelayanan informasi publik seperti penggunaan website, media sosial, 

streaming, dan media modern lainnya. Perkembangan teknologi informasi, 
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komunikasi, dan UU KIP saat ini harusya dapat menjadi kekuatan dan pegangan bagi 

PPID Badan Publik untuk mengoptimalkan fungsinya dan tidak lagi terbatas hanya alat 

propaganda penyedia informasi (Azhary, 2020). Oleh karena itu, seharusnya 

pelaksanaan pelayanan informasi publik yang dilakukan PPID Diskominfo Kota 

Palembang dapat memanfaatkan new media untuk menunjang transparansi, 

fleksibilitas, dan kecepaatn informasi. Pelayanan informasi publik yang prima 

tersebutlah yang diinginkan oleh masyarakat yang sekaligus dapat menjadi sarana 

penilaian masyarakat terhadap kinerja badan publik. Perbaikan dalam pelaksanaan 

pelayanan informasi publik dapat dilakukan dengan berbagai cara atau strategi seperti 

menginformasikan proses pelayanan informasi publik yang cepat, memberikan inovasi 

baru, dan memberikan solusi dalam pemilihan saluran komunikasi yang dibutuhkan 

masyarakat (Nababan, 2019). 

PPID Diskominfo Kota Palembang perlu untuk mengkaji untuk membangun 

komunikasi dan kepercayaan masyarakat terkait keterbukaan informasi publik dengan 

menyelaraskan tugas dan wewenang mereka sesuai dengan undang-undang yang 

mengatur pelayanan informasi publik. Media komunikasi seperti website yang dimiliki 

Diskominfo Kota Palembang sebenarnya dapat menunjang tugas PPID, tetapi masih 

perlu adanya pemaksimalan yang dilakukan untuk membangun komunikasi dengan 

masyarakat dengan cara yang lebih mudah dan efektif. Kurangnya informasi terkait 

PPID di website dan media sosial seperti Instagram Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kota Palembang cukup menghambat masyarakat yang ingin meminta informasi kepada 

PPID Kota Palembang. Kemudian masih terdapat masyarakat yang mengajukan 

permohonan informasi kepada PPID Pelaksana, meskipun informasi tersebut dikelola 
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PPID Diskominfo Kota Palembang sebagai PPID Utama Kota Palembang. Hal ini 

menunjukkan adanya keterbatasan dalam upaya sosialisasi dan edukasi terkait 

mekanisme pelayanan informasi publik, sehingga masyarakat belum sepenuhnya 

memahami alur dan pihak yang berwenang memberikan informasi secara tepat. 

Ketentuan terkait pihak yang dapat memberikan informasi diatur dalam UU KIP Pasal 

6 Angka 3 yang menyatakan bahwa Badan Publik tidak dapat memberikan informasi 

publik apabila informasi tersebut belum dikuasai atau didokumentasikan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 1 Website PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang 

Sumber: ppid.palembang.go.id 

 

Selain itu, ketidakpahaman masyarakat akan hak atas informasi menjadi 

hambatan bagi PPID Kota Palembang dalam menjalankan tugasnya. Hal ini akan 

menimbulkan kesenjangan komunikasi yang dapat mengakibatkan kurangnya 

pemahaman masyarakat mengenai hak mereka atas informasi. Masalah ini juga 

berdampak terhadap hasil survei terakhir terkait kepuasan keterbukaan informasi 
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publik yang dilakukan oleh PPID Kota Palembang pada tahun 2021 kepada 

masyarakat, yang menunjukkan bahwa PPID Pelaksana di bawah PPID Utama Kota 

Palembang masih berada di bawah indeks informatif.  

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir pada 2019, 2020, 2021, 2022, dan 

2023 Indeks keterbukaan informasi Kota Palembang melalui survei kepuasan 

masyarakat tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan. Indeks survei kepuasaan 

masyarakat ini sangat penting untuk meninjau sejauh mana keterbukaan informasi yang 

telah dilakukan pemerintah terhadap masyarakatnya, termasuk di dalamnya proses 

pelayanan informasi publik. Berpacu pada pedoman Komisi Informasi Pusat saat ini 

PPID Diskominfo Kota Palembang masih berada pada kategori menuju informatif 

dengan rerata nilai indeks antara 80-89,9.  

 

 

 

 

 
Gambar 1. 2 Indikator Kinerja Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota 

Palembang 2023 

Sumber: esakip.palembang.go.id 

 

Dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik secara konsisten dan 

berkesinambungan PPID perlu untuk merumuskan strategi komunikasi yang 

berorientasi pada keterbukaan informasi publik sesuai tujuan dari UU KIP. Penyusunan 

strategi komunikasi tersebut setidaknya meliputi enam aspek seperti kualtias informasi, 

pelayanan informasi, jenis informasi, sarana dan prasarana, komitmen organisasi, dan 



8 

 

 

 

digitalisasi. Termasuk upaya dalam meningkatkan inovasi, memanfaatkan teknologi 

informasi dalam layanan informasi publik, dan penyusuanan strategi keterbukaan 

informasi publik yang meliputi program, kebijakan, anggaran dalam mendukung 

prioritas program dari PPID itu sendiri (Trisnoputri, 2024). Strategi komunikasi yang 

dibangun oleh PPID Diskominfo Kota Palembang haruslah mengarah pada komunikasi 

strategis badan publik yang dibangun dengan memperhatikan seluruh faktor, 

beintegritas, dan berpedoman pada nilai dan norma yang berlaku pada badan publik. 

Dengan membangun strategi komunikasi yang mendukung pada jalannya komunikasi 

strategis nantinya keterbukaan informasi publik tidak terbatas pada pemenuhan hak 

publik untuk mengetahui, tetapi dapat menjadi media untuk meningkatkan partisipasi 

dan keterlibatan publik untuk menciptakan komunikasi dua arah yang efektif dan 

memberikan kontribusi pada paradigma baru komunikasi pemerintah dengan multi-

step communication model, di mana individu menjadi kekuatan baru yang dapat 

mempengaruhi opini publik dengan kekayaan penyajian data dan materi (Sekretaris 

Kabinet Republik Indonesia, 2018). 

Pelayanan informasi publik dalam konsep keterbukaan informasi publik 

menjadi kebutuhan masyarakat untuk melakukan pengawasan kepada pejabat publik, 

mendukung pemahaman terkait jalannya suatu badan publik, hingga mengetahui 

kemana pajak maupun uang negara digunakan oleh pemerintah. Dalam konsep 

keterbukaan informasi publik, hak masyarakat untuk memperoleh informasi dijamin 

dan difasilitasi oleh badan publik melalui PPID. Keterbukaan informasi merupakan 

salah satu bagian dari ciri negara demokrasi, sehingga keterbukaan informasi menjadi 

kebutuhan pokok setiap orang untuk mengembangkan diri dan lingkungan sosial serta 
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menjadi bagian penting bagi ketahanan nasional. Dengan akses informasi yang 

transparan masyarakat dapat mengetahui jalannya suatu kebijakan dari proses 

pengambilan keputusan hingga dampak dari kebijakan yang diterapkan. 

Pentingnya transparansi dari pemerintahan Kota Palembang akan mendorong 

upaya dalam memperkuat keterbukaan informasi dan membangun kepercayaan publik. 

Penelitian ini akan membantu mengungkapkan sejauh mana transparansi diterapkan 

oleh PPID Diskominfo Kota Palembang. Dengan informasi ini PPID nantinya dapat 

merancang strategi komunikasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam 

mendapatkan hak atas informasi. Melalui transparansi yang baik, maka kepercayaan 

masyarakat terhadap pemerintah Kota Palembang akan meningkat. Hal ini akan 

membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan yang dilakukan 

badan publik. Sehingga akan mendorong terciptanya pemerintahan yang transparan, 

akuntabel, dan tata kelola pemerintah yang baik (good governance). 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memiliki peran strategis 

dalam mendukung prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good 

governance) melalui fungsi kehumasan yang dijalankannya. Fungsi humas dalam 

konteks PPID tidak hanya terbatas pada penyampaian informasi secara administratif, 

tetapi juga berperan sebagai jembatan komunikasi antara lembaga publik dan 

masyarakat. Fungsi ini sangat penting dalam menciptakan sistem pemerintahan yang 

transparan, akuntabel, dan partisipatif. Keterbukaan informasi yang dilakukan PPID 

merupakan cerminan nyata dari prinsip transparansi, di mana setiap masyarakat 

memiliki hak untuk mengetahui kebijakan, program, serta penggunaan anggaran yang 

dilakukan oleh badan publik. Melalui strategi komunikasi yang efektif, PPID 
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menyampaikan informasi yang relevan, tepat waktu, dan mudah diakses masyarakat 

melalui berbagai saluran, seperti website, media sosial, hingga layanan tatap muka. 

Informasi yang terbuka ini menjadi dasar bagi publik untuk memahami dan menilai 

kinerja pemerintah, sehingga memperkuat prinsip akuntabilitas.  

Ketika masyarakat memiliki akses terhadap informasi yang cukup dan benar, 

mereka terdorong untuk lebih aktif dalam memberikan masukan, kritik, serta ikut 

mengawasi jalannya pemerintahan. Di sinilah partisipasi publik menemukan ruangnya. 

Fungsi humas PPID mendukung peran masyarakat bukan hanya sebagai penerima 

kebijakan, tetapi juga sebagai aktor pengawas dan penyeimbang dalam sistem 

demokrasi. Melalui pelibatan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung, 

PPID juga mendorong terciptanya komunikasi dua arah yang sehat antara pemerintah 

dan warganya.  

Komunikasi yang terbuka dan responsif ini sekaligus mendukung prinsip 

responsivitas dalam good governance, di mana lembaga publik dituntut untuk peka dan 

cepat menanggapi kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Lebih jauh, fungsi humas PPID 

juga berkontribusi terhadap efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Penyampaian 

informasi secara proaktif dapat meminimalisir kesalahpahaman, mengurangi keluhan, 

serta mempercepat proses pelayanan publik karena masyarakat sudah memahami 

prosedur dan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa fungsi 

humas yang dijalankan oleh PPID tidak hanya memperkuat struktur komunikasi 

pemerintahan, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik dan partisipatif. Tanpa peran aktif PPID dalam mengelola 

informasi dan membangun komunikasi strategis, maka prinsip good governance tidak 
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akan berjalan secara maksimal, karena keterlibatan masyarakat bergantung pada 

seberapa baik mereka memperoleh informasi yang seharusnya menjadi hak mereka. 

Penelitian ini menjadi penting karena keterbukaan informasi publik 

merupakan salah satu indikator utama dalam mewujudkan pemerintahan yang baik 

(good governance), yang ditandai dengan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi 

publik. Meskipun PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang telah 

berupaya menjalankan tugasnya, namun masih ditemukan sejumlah kendala seperti 

rendahnya pemanfaatan media digital, ketidaksesuaian implementasi dengan standar 

layanan informasi publik, hingga minimnya literasi informasi di masyarakat. Hal ini 

menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaannya di lapangan. 

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi untuk mengidentifikasi strategi 

komunikasi yang telah dan sedang dijalankan oleh PPID, sekaligus memberikan 

evaluasi dan masukan yang konstruktif guna memperkuat pelayanan informasi publik.  

Dari permasalahan yang telah diuraikan di atas, peneliti ingin melihat dan 

mengetahui bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan PPID Utama Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kota Palembang dalam memberikan pelayanan informasi 

publik kepada masyararakat. Penelitian ini akan berfokus pada “Bagaimana Strategi 

Komunikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kota Palembang dalam Memberikan Pelayanan 

Informasi Publik?” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti merumuskan 

masalah penelitian secara spesifik yaitu: Bagaimana strategi komunikasi Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota 

Palembang dalam Memberikan Pelayanan Informasi Publik? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi komunikasi yang digunakan 

Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota 

Palembang dalam memberikan pelayanan Informasi Publik. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitiaan ini diharapkan dapat memberi manfaat, yaitu: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

mengenai keterbukaan informasi publik bagi masyarakat dan kaitannya dengan pejabat 

pengelola informasi dan dokumentasi, serta guna menambah informasi bahan-bahan 

informasi maupun literatur mengenai informasi publik. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi lembaga-

lembaga publik dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik di suatu daerah, 

serta guna memperkaya studi mengenai strategi komunikasi dan memberikan informasi 

kepada pihak yang terkait. 
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